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ABSTRAK 

Indonesia di masa orde baru menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara 

sebagai pola pembangunannya. Namun dalam kurun waktu 1999-2002, MPR 

mencetak sejarah yaitu dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 MPR menetapkan UUD dan Garis-Garis 

Besar Haluan Negara diubah menjadi Pasal 3 ayat (1) yang menghapuskan 

kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Maka GBHN yang selama ini 

dijadikan panduan utama dalam merumuskan rencana pembangunan negara 

dihapus. Sebagai gantinya, negara membuat sistem perencanaan pembangunan 

nasional yang menjadi panduan dalam merumuskan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan 

Rencana Pembangunan Tahunan atau sering dikenal dengan istilah Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP). Beberapa tahun terakhir wacana tentang pentingnya GBHN 

dan rencana untuk menghidupkan kembali GBHN kembali naik ke permukaan. 

Beberapa kali MPR melalui Badan Pengkajian MPR melakukan kegiatan bersama 

para akademisi hukum untuk mengkaji seberapa penting dikembalikannya GBHN 

diwujudkan. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas. 

Pertama, bagaimana urgensi GBHN sebagai Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945? Kedua, 

Bagaimana Relevansi diwujudkan kembali keberadaan  GBHN sebagai Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pasca Amandemen Undang-undang 

Dasar 1945? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

hukum yuridis-normatif, melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa mengembalikan keberadaan Haluan Negara Pasca 

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan hal yang urgensi. Haluan Negara dapat menjadikan pembangunan 

nasional sustainable demi terwujudnya tujuan negara. Haluan Negara merupakan 

perangkat guna menuntun penyelenggara pemerintahan negara dalam upaya 

mewujudkan tujuan bernegara yang mengandung prinsip-prinsip direktif guna 

melengkapi Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis dan Konstitusi 

mengandung prinsip-prinsip normatif. Mengembalikan GBHN juga menemukan 

relevansinya karna penerapan mekanisme yang serupa dengan GBHN tidak 

tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut sebuah negara, apakah itu 

menganut sistem parlementer atau presidensial. Sebab, praktik penerapan sejenis 

GBHN ini ternyata dijumpai di banyak negara dengan menganut kedua sistem 

dimaksud. 

 


